
 

 

 

 

WALIKOTA BATU 

 

PERATURAN WALIKOTA BATU 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

ALOKASI UANG PERSEDIAAN  

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2014 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALIKOTA BATU, 

 

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu dalam mewujudkan program 

dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, 

perlu disediakan alokasi uang persediaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah  Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa    berdasarkan    pertimbangan   sebagaimana  

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Batu tentang Alokasi Uang Persediaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2014;  

 

Mengingat      :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

Menimbang   :      

: 

SALINAN 



Halaman 2 dari 8 Hlm… 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4513); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan; 

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Batu; 

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga 

Teknis Daerah Kota Batu; 

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Batu; 

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Batu; 

31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014; 

32. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 

33. Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 76 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014; 
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MEMUTUSKAN: 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI UANG 

PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN 

ANGGARAN 2014. 
 

 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini  yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendaha Pengeluaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu. 

9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah 

Daerah Kota Batu pada Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur (BANK JATIM) Cabang Batu. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah 

pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/Pengguna Barang. 

11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas SKPD bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 

12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU 

adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan 

yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai 

Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap 

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

 

  Menetapkan : 
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13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU 

adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak 

dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajuan 

permintaan pembayaran. 

15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

penerbitan SP2D. 

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 

dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD. 

 
 

BAB   II 

PENETAPAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Penetapan pengisian UP Tahun Anggaran 2014 bagi 

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari 

pendanaan program dan kegiatan untuk setiap bulan 

pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Walikota yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(2) Permintaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 

dilaksanakan setelah Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran menyampaikan: 

a. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dipimpinnya pada Tahun Anggaran 2013; 

b. Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah  (DPA-SKPD); 

c. Anggaran Kas SKPD; 

d. Surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

(PPTK) yang melaksanakan Program dan Kegiatan 

SKPD; dan 

e. Dokumen Perencana Pelaksana Kegiatan (Term of 

Reference/Kerangka  Acuan Kerja). 

 

Pasal 3 

 

(1) Permintaan Pembayaran UP diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang 

bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. 
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(2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak 

dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD selaku 

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 

kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa 

serta Belanja Tidak Langsung. 
 

Pasal 4 

 

Mekanisme Pembayaran UP melalui proses pengajuan SPP-

UP dan SPM UP, selanjutnya diterbitkan SP2D yang 

membebani Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu untuk 

ditransfer ke Rekening Bank milik SKPD yang telah 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal 5 

 

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat 

mengajukan GU apabila telah merealisasikan UP dan sudah 

mempertanggungjawabkan UP yang telah diterima sebesar 

75% (tujuh puluh lima per seratus) dari UP dengan 

melampirkan: 

a. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Per Kegiatan; 

b. Buku Kas Umum; 

c. Ringkasan Pengeluaran Perincian Objek disertai bukti-

bukti pengeluaran dari setiap rincian objek; 

d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh; dan 

e. Register Penutupan Kas. 

 

Pasal 6 

 

(1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 

dapat mengajukan TU guna melaksanakan kegiatan 

SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan 

untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan.  

(2) Permintaan TU harus mendapat persetujuan PPKD. 

 
 

BAB III 

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN 

 

Pasal 7 

 

(1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU 

dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara 

administratif kepada Kepala SKPD selaku Pengguna 

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-

SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU 

dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD  secara 

fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Pasal 8 

 

Pada akhir Tahun Anggaran, sisa UP yang masih ada pada 

Bendahara Pengeluaran baik secara Kas maupun Rekening 

Bank milik SKPD harus disetor kembali dan/atau dipindah 

bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Batu. 
 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 Ditetapkan di Batu 

 pada tanggal 2 Januari 2014 

  

 

         WALIKOTA BATU, 

 

 ttd 
 

                                                               

                                                                  EDDY RUMPOKO 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 1/A 

 

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2 Januari 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 
  

ttd 
 

W I D O D O 
 

 

 

 

  



 Blj Pegawai  Blj Barang & Jasa  Blj Modal 

1 Dinas Pendidikan 128,096,436,254.00         5,610,240,000.00          15,015,801,765.00          11,221,483,200.00        127,285,925.00          

2 Dinas Kesehatan 11,750,359,455.00           701,760,000.00             8,802,137,078.00            4,990,138,500.00          142,583,846.00          

3 Dinas PU Pengairan dan Bina Marga 3,514,778,420.00            764,850,000.00             8,631,928,050.00            34,213,114,616.00        63,169,108.00            

4 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 9,340,172,658.00            856,620,000.00             13,939,276,450.00          150,823,124,000.00      963,000,000.00          

5 Dinas Perumahan 1,873,109,038.00            420,445,000.00             2,243,915,000.00            337,640,000.00             42,072,916.67            

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2,775,172,571.00            473,100,000.00             2,859,102,700.00            2,749,332,500.00          90,401,125.00            

7 Dinas Perhubungan 5,510,128,810.00            781,129,500.00             2,202,430,500.00            1,936,303,000.00          57,000,000.00            

8 Kantor Lingkungan Hidup 1,747,165,432.00            117,650,000.00             2,158,009,480.00            470,565,550.00             30,240,000.00            

 BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

ALOKASI UANG PERSEDIAAN (UP)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATU

TAHUN ANGGARAN 2014

 BELANJA LANGSUNG  UANG PERSEDIAAN 

(UP) 2014 
NO NAMA SKPD

Lampiran Peraturan Walikota Batu
Nomor    : 1811 /Pb  Tahun 2014
Tanggal  :      2 Januari             2014

8 Kantor Lingkungan Hidup 1,747,165,432.00            117,650,000.00             2,158,009,480.00            470,565,550.00             30,240,000.00            

9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,462,377,136.00            391,275,000.00             1,409,259,000.00            698,014,250.00             49,149,021.00            

10 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB 3,186,840,678.00            339,650,000.00             3,161,158,025.00            623,100,000.00             103,229,418.75          

11 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2,333,581,961.00            441,950,000.00             2,266,610,500.00            84,300,000.00               27,435,842.00            

12 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 4,907,039,929.00            454,400,000.00             3,631,655,025.00            402,012,000.00             52,230,335.00            

13 Badan Penanaman Modal 3,106,329,074.00            446,625,000.00             1,363,049,500.00            312,000,000.00             28,154,242.00            

14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3,161,001,422.00            263,335,000.00             9,839,015,000.00            2,382,250,000.00          225,000,000.00          

15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1,979,584,716.00            812,300,000.00             1,701,586,600.00            95,050,000.00               22,285,675.00            

16 Satuan Polisi Pamong Praja 2,760,332,107.00            602,850,000.00             1,384,134,000.00            95,000,000.00               109,299,917.00          

17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,012,134,740.00            219,600,000.00             978,124,425.00               90,361,000.00               32,380,635.00            

18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5,190,658,596.00            -                                    -                                      -                                    -

19 Walikota dan Wakil Walikota 664,052,634.00               -                                    -                                      -                                    -

20 Bagian Administrasi Pemerintahan -                                       401,200,000.00             1,347,615,000.00            44,500,000.00               22,433,542.00            

21 Bagian Hukum -                                       348,707,500.00             726,445,400.00               309,300,000.00             9,458,400.00              

22 Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan -                                       350,350,000.00             842,984,000.00               100,000,000.00             16,000,000.00            

23 Bagian Protokol dan Rumah Tangga -                                       566,400,000.00             5,498,475,300.00            635,999,700.00             98,528,358.00            

24 Bagian Umum 10,413,681,571.00           494,160,000.00             4,634,876,000.00            1,588,365,000.00          95,749,333.00            

25 Bagian Humas -                                       58,200,000.00               1,686,570,500.00            330,000,000.00             20,762,958.00            

26 Bagian Organisasi -                                       371,150,000.00             539,181,600.00               19,160,000.00               8,642,800.00              26 Bagian Organisasi -                                       371,150,000.00             539,181,600.00               19,160,000.00               8,642,800.00              

27 Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan -                                       259,350,000.00             1,035,251,400.00            20,000,000.00               12,000,000.00            

28 Sekretariat DPRD 2,483,829,800.00            1,006,570,000.00          12,523,823,000.00          450,700,000.00             839,777,733.33          

29 BPKAD (SKPD) 16,436,768,214.00           3,089,800,000.00          6,706,743,500.00            40,468,131,000.00        55,627,583.00            

30 BPKAD (PPKD) 82,723,796,000.00           -                                    -                                      -                                    -

31 Inspektorat 2,615,637,313.00            1,539,262,500.00          973,437,500.00               87,300,000.00               54,840,625.00            

32 Badan Kepegawaian Daerah 2,758,516,146.00            261,250,000.00             3,723,271,550.00            562,800,000.00             87,000,000.00            

33 Dinas Pendapatan 5,603,678,385.00            634,435,000.00             1,766,945,600.00            274,511,000.00             60,000,000.00            

34 Kecamatan Batu 1,824,554,782.00            257,200,000.00             445,013,540.00               83,600,000.00               18,294,878.00            

35 Kecamatan Bumiaji 1,418,628,810.00            245,300,000.00             561,746,900.00               38,000,000.00               20,645,575.00            

36 Kecamatan Junrejo 1,668,734,392.00            288,390,000.00             586,367,500.00               20,500,000.00               14,994,584.00            



 Blj Pegawai  Blj Barang & Jasa  Blj Modal 

37 Kelurahan Sisir 471,198,896.00               170,750,000.00             116,550,000.00               25,100,000.00               2,107,917.00              

38 Kelurahan Ngaglik 475,639,891.00               94,120,000.00               108,379,999.00               45,000,000.00               4,166,667.00              

39 Kelurahan Songgokerto 450,344,088.00               79,257,607.00               130,392,393.00               31,350,000.00               3,285,000.00              

40 Kelurahan Temas 706,287,824.00               126,150,000.00             125,203,000.00               24,250,000.00               5,994,833.00              

41 Kelurahan Dadaprejo 514,794,872.00               48,960,000.00               158,340,000.00               30,100,000.00               4,940,000.00              

42 Kantor Ketahanan Pangan 1,542,077,049.00            55,050,000.00               1,400,758,150.00            132,205,000.00             33,807,295.83            

43 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 1,280,976,157.00            92,275,000.00               727,048,000.00               347,900,000.00             25,406,416.67            

44 Dinas Pertanian dan Kehutanan 6,219,861,514.00            459,575,000.00             10,424,887,000.00          6,025,559,000.00          52,800,000.00            

334,980,261,335.00      24,995,642,107.00     138,377,499,930.00      263,218,119,316.00    3,732,182,505.25     
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